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ABSTRAK

Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui (1). Partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan APBDes Di Desa Raimataus, Kab Malaka (2). Partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan APBDes Di Desa Raimataus, Kab Malaka Rendah. Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai adalah Kepala Desa,
Bendahara, dan Masyarakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Partisipasi
Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa (APBDes) Di Desa Raimataus Kab Malaka sudah baik karena pemerintah desa
melibat masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berjalan baik dalam tahap
perencanaan dan pelaksanaan melalui musyawarah dan kerja swakelola, yang
mencerminkan upaya transparansi dari pemerintah desa. Namun, partisipasi ini masih
rendah dalam hal kehadiran, terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman
masyarakat dan benturan dengan pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini
menyimpulkan bahwa meskipun keterlibatan formal sudah ada, dibutuhkan peningkatan
sosialisasi dan edukasi untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara
keseluruhan. (2). Partispasi masyarakat terhadap akuntabilitas anggaran pendapatan dan
belanja desa (APBDes) masih rendah disebabkan oleh kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap pengelolaan APBDes sehingga mereka merasa bahwa tidak
memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat, dan masyarakat lebih mementingkan
pekerjaan diladang dan mengurus ternak dibandingkan menghadiri musyawarah dusun.
Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa, Perencaan, Pelaksanaan, Pelaporan.

PENDAHULUAN

Saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terhadap

keterbatasan keuangan desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang
tidak seimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Namun ada beberapa permasalahan desa
yang belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh perundang-undangan. Seperti lemahnya
transparansi anggaran desa bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan
administratif (Zitri, 2019).
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Seiring dengan adanya anggaran dana yang diberikan, tidak sedikit perangkat-perangkat
desa yang mencoba untuk melakukan penyelewengan atas anggaran dana tersebut.
Pengelolaan keuangan yang baik dari perencaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran hingga
realisasi harus melibatkan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah (Karuh &
Widyaningrum, 2024).

APBDes Merupakan rencana keuangan tahunan desa yang disusun berdasarkan kebutuhan
dan aspirasi masyarakat, sehingga keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan menjadi
krusial karena perencanaan anggaran seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. (Isnawati dkk., 2024) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes tidak
hanya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga esensial untuk
memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas kebutuhan desa
(Partisipasi & Dan, n.d.). Keterlibatan masyarakat dapat meminimalisir potensi penyimpangan
dalam pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan rasa memiliki terhadap program-
program pembangunan yang dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan
APBDes sangat dibutuhkan agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat (Badrika, 2025).

Seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 salah satu kemandirian
dalam pengelolaan keuangan salah satu diantaranya adalah dana desa. Menurut Deputi
Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI (2015) dana desa adalah
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat (Saputra dkk., 2023).

Dana desa bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat. Dana desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik,
mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan
pembangunan antardesa (Welan dkk., 2019). Namun, realitas di lapangan menunjukkan
bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes belum optimal di semua desa
Berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, budaya politik lokal, dan
kapasitas pemerintah desa dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Akibatnya,
akuntabilitas keuangan desa dapat terhambat, yang pada gilirannya dapat mengurangi
efektivitas pembangunan desa dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (G.
Ginting dkk., 2024).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan hak dan kemampuan yang lebih
besar untuk mengatur dan mengelola keuangan mereka sendiri, yang diwujudkan dalam
APBDes (Hermawan,2025). APBDes merupakan instrumen penting dalam mewujudkan
pembangunan desa yang partisipatif dan akuntabel. Akuntabilitas pengelolaan APBDes
menjadi isu sentral dalam tata kelola pemerintahan desa. Akuntabilitas yang baik akan
mendorong transparansi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran desa. Salah satu faktor
penting dalam mewujudkan akuntabilitas adalah partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi
masyarakat memungkinkan adanya kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran, sehingga
potensi penyimpangan dapat diminimalkan (Nur, 2025).

Fenomena yang ada di Desa Raimataus terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) yaitu munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kurangnya
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transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. hal ini menyebabkan masyarakat melakukan
penyegelan kantor desa sebagai bukti protes. Masyarakat merasa bahwa program Badan
Usaha Milik Desa ( BUMDes) dan pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara
terbuka,sehingga mereka mengambil langkah tegas untuk mendorong pemerintah desa agar
lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan memperbaiki tata kelola anggaran. Fenomena
ini menggambarkan adanya tantangan dalam hal akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat
dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( APBDes) di Desa Raimataus.

Urgensi dalam penelitian ini mengkaji keterlibatan masyarakat terhadap transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi aspek
penting untuk memastikan penggunaan dana secara efektif, efisien, dan sesuai peraturan,
sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan pembangunan desa berjalan dengan baik.
Partisipasi masyarakat berperan sebagai mekanisme pengawasan sosial yang dapat
mengurangi resiko penyalahgunaan dana serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran
desa (Nurul Arifin dkk., 2023). Dalam praktinya, partisipasi masyarakat belum maksimal
karena adanya kendalam seperti kapasitas aparat desa dan keterbatasan akses informasi.

Demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik diperlukan partisipasi
kepala instansi dan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Partisipasi
masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi
menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi (Rohim, 2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri
No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi
pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai
prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan,dan pelaporan.
disamping itu, Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan
desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.
(Aldiansyah & Wirananda, 2025).

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan
hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Tujuan dari
akuntabilitas adalah untuk mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan
dalam program yang akan dilaksanakan, memastikan tercapainya tujuan pemerintah tercapai
serta ikut dalam melaksanakan tujuan guna menciptakan masyarakat yang dinamis dan
sejahtera (Saragih & Alpi, 2023).

Masyarakat desa yang ingin berpartisipasi dalam pengawasan, terbentur pada minimnya
transparansi dan keterbukaan informasi. Ketidaktahuan ini menciptakan jurang pemisah
antara pemerintah desa dan masyarakat. Masyarakat merasa tidak memiliki suara, tidak
memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan arah pembangunan desa. partisipasi aktif
masyarakat adalah kunci utama untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat
sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan bersama (Nurul
Arifin dkk., 2023).
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TINJAUAN PUSTAKA
Teori Agensi.

Teori Agensi ialah hubungan antara dua individu, yaitu pihak prinsipal dan pihak
agen. Pihak prinsipal merupakan pihak yang menginstruksikan pihak manajemen. pihak
manajemen diamanahkan oleh pihak prinsipal untuk mengelola dana dengan penuh
tanggung jawab Pihak prinsipal biasanya memberikan insentif dalam bentuk finansial dan
non finansial kepada pihak manajemen Problematika yang timbul antara agen dan
prinsipal, yaitu adanya perspektif dan tindakan yang berbeda antara dua belah pihak
dalam hal informasi. Agen memiliki informasi nyata tentang operasi dan Kinerja perusahaan
Ini komprehensif dan tidakmembuat semua informasi tersebut tersedia untuk Klien. sisi lain,
klien yang membutuhkan informasi tentang kepemilikan dapat mengaksesnya informasi
internal terbatas. Teori ini bermula dari lingkungan bisnis yang semakin banyak
pengelolaan manajemen perusahaan dipisahkan dengan kepemilikan perusahaan. Ini
bertujuan agar pemilik dapat memaksimalkan keuntungan yang akan diterima.

Teori agensi dapat membantu dalam pengelolaan keuangan desa karena menjelaskan
hubungan kontraktual antara masyarakat (principal) dan pemerintah desa (agent) Pemerintah
desa sebagai agen berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta
melaporkan seluruh aktivitas yang dilakukan kepada masyarakat selaku principal Teori ini
menekankan bahwa terdapat risiko konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, karena agen
memiliki kekuasaan dan akses langsung terhadap dana desa (Said dkk., 2022).

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).

Anggaran Pendapapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari
pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan
desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa
rencana- rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi
pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk
mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan atas aktivitas
dan kegiatan yang tertera dalam APBDes seperti laporan berkala tentang penggunaan dana
APBDes (HARDIKA dkk., 2022).

Seiring dengan berkembangnya ilmu politik, maka sedikit banyak juga berpengaruh
terhadap pekembangan desa termasuk pada perkembangan pengelolaan keuangan desa, Setiap
pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan harus
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes tersebut
dituangkan dalam peraturan desa stelah melalui musyawarah desa dan pelaksanaannya
dituangkan dalam keputusan kepala desa (E. B. Ginting & Rangkuti, 2025).

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tertuang dalam
Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam
rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pelaksanaan
pengelolaan APBDes sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes dan semuanya
tercatat, pelaksanaan kegiatan yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran
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mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan didesa (Mandagi dkk., 2021).

Pengelolaan APBDes.

Pengelolaan keuangan desa merupakan satu kesatuan yang melekat dalam implementasi
otonomi desa menuju kemandirian desa. Pengelolaan keuangan desa bertujuan menciptakan
dan memperkuat sistem tata pemerintahan desa itu sendiri yang jelas dan efektif sehingga
terwujud pertanggungjawaban yang baik pula dalam pelaksanaan pemerintah desa. Mengelola
sistem keuangan bukanlah perkerjaan yang berat namun juga bukan perkerjaan yang mudah.
ketelitian, ketangkasan dan keseriusan diperlukan, sistem keuangan di desa selama ini belum
dilaksanakan secara sistematis untuk mewujudkan kemandirian desa harus banyak melakukan
reformasi secara yang luas. Desa harus mampu menyusun perencanaan pembangunan dalam
wujud RPJMDes, RKPDes serta mampu menyusun perencanaan pembangunan dan
perencanaan dalam anggaran desa berhak kepada masyarakat (Dianti, 2024).

Akuntabilitas.

Akuntabiitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban suatu pemimpin ataupun
lembaga terhadap golongan yang memegang hak dan kewenangan untuk mengetahui dan
mendapatkan laporan terkait kinerja yang telah dilakukan dalam mencapai suatu tujuan
organisasi yang berbentuk pelaporan yang telah dilaporkan secara periodik. Sejalan dengan
hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola
sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan
dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal) melibatkan
kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan
dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban
yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan
Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya (Zakiyah dkk., 2020).

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan APBDes.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses
pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan
keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi
masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
Partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan perencanaan
pembangunan. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan
keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah dalam
membangun negara (Ekonomi dkk., 2022).

Perencanaan.

Tahap perencanaan pengelolaan dana di desa raimataus dimulai dari musyawarah tingkat
dusun (musdus) membahas tentang pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam Musdes
sangat penting untuk memastikan APBDes disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para masyarakat agar dapat
memberikan usulan-usulan kepada kantor desa perihal infrastruktur maupun fasilitas yang
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ingin diadakan di desa Raimataus. Mencari tahu kebutuhan tingkat dusun. Musyawarah dusun
(musdus) selesai.

Pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan di desa Raimataus Setelah APBDes di sahkan, pemerintah desa
menetapkan tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk setiap program dan kegiatan yang telah
dianggarkan. TPK ini biasanya terdiri dari perangkat desa atau anggota masyarakat yang
memiliki keahlian sesuai dengan jenis kegiatan.

Pelaporan.

Tahap pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada
masyarakat dengan melakukan musyawarah desa (mudes) sehingga pemerintah desa dapat
menjelaskan secara rinci mengenai APBDes serta realisasi pelaksanannya kepada masyarakat
dan perangkat desa memasang banner berisi informasi anggaran dan realisasinya di kantor
balai Desa Raimataus karena masyarakat berhak mendapatkan informasi lengkap tentang
laporan keuangan desa agar masyarakat bisa memberikan tanggapan dan masukan terhadap
laporan tersebut, untuk memastikan pengelolaan keuangan desa transparan dan akuntabel.

Akses terhadap laporan realisasi APBDes memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi
secara lebih efektif dalam pembangunan desa. masyarakat dapat memberikan umpan balik,
saran, dan kritik yang konstruktif berdasarkan informasi yang mereka peroleh dari laporan
tersebut. Realisasi APBDes memungkinkan masyarakat mengetahui detail penggunaan dana
desa, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan desa dimasa depan. Hal ini meningkatkan transparansi dalam pengelolaan
keuangan desa dan mendorong pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas penggunaan
dana publik. Masyarakat dapat melihat kesesuaian penggunaan dana desa dengan rencana
yang disepakati dalam musyawarah desa (Isabel dkk., 2022).

Faktor Penyebab Partisipasi Masyarakat Rendah

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan
pembangunan dan pengelolaan desa. Di Desa Raimataus, tingkat partisipasi masyarakat dalam
proses pembangunan dan pengambilan keputusan tergolong baik. Namun ada ada beberapa
kelemahan yang membuat partisipasi masyarakat rendah antara lain
1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang anggaran dana desa

Desa Raimataus cenderung melihat urusan keuangan desa sebagai tanggung jawab
perangkat desa saja. Masyarakat tidak merasa memiliki hak atau kewajiban untuk terlibat.
Istilah-istilah seperti APBDes, Dana Desa, atau laporan pertanggungjawaban terdengar
asing dan rumit bagi mereka. Akibatnya, mereka merasa tidak punya dasar untuk
berpartisipasi dan memilih untuk tidak ambil pusing (Ginting dkk., 2024).
2. Pekerjaan Masyarakat

Bagi sebagian besar masyarakat Desa Raimataus, Masyarakat lebih memprioritaskan
untuk bekerja di ladang atau mengurus ternak daripada menghadiri musyawarah dusun.
Musyawarah desa yang sering diadakan pada siang hari, yaitu waktu puncak produktivitas
kami untuk bekerja, dianggap sebagai halangan. Masyarakat beranggapan bahwa tidak ada
manfaat ekonomi langsung yang bisa didapat dari pertemuan tersebut, sementara
pekerjaan mereka adalah sumber penghasilan utama untuk menghidupi keluarga.
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Akibatnya, kehadiran mereka dalam musyawarah menjadi sangat rendah, dan ini membuat
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi terhambat (Wulandari &
Yuliandari, 2022).

METODE PENELITIAN.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan
data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Metode penelitian kualitatif sering
disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi
yang alamiah. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) (Teknologi dkk., 2025).
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat menggali makna di balik tindakan
dan persepsi masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk
menemukan pola, tema, dan hubungan yang menggambarkan partisipasi masyarakat dalam
konteks sosial dan budaya setempat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.
Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan APBDes di Desa Raimataus, Kab Malaka

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan
desa, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Secara umum, hasil penelitian
menunjukkan adanya partisipasi aktif di Desa Raimataus, meskipun ditemukan adanya faktor
penghambat yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat tersebut.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan APBDes di Desa Raimataus Kab Malaka
Rendah.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan
pembangunan dan pengelolaan desa. Di Desa Raimataus, tingkat partisipasi masyarakat dalam
proses pembangunan dan pengambilan keputusan tergolong baik. Namun ada ada beberapa
kelemahan yang membuat partisipasi masyarakat rendah.

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Anggaran.
Masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami informasi keuangan desa sehingga
keterlibatan mereka dalam proses teknis seperti perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan anggaran di tingkat desa menjadi terbatas. Hal ini diinformasikan oleh
masyarakat yang mengatakan bahwa
“Di Desa Raimataus, partisipasi masyarakat rendah karena mereka merasa tidak
memahami anggaran dana desa, terutama masalah anggaran yang dianggap rumit.
Hal ini membuat mereka tidak terlibat dan lebih memilih fokus pada pekerjaan
sehari-hari seperti berkebun dan mengurus ternak. (hasil wawancara dengan kepala
desa, pada tanggal 26 juni 2025).
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2.

Prioritas Ekonomi Harian.
Tingginya kebutuhan ekonomi yang mendesak mengakibatkan masyarakat tidak memiliki
waktu untuk terlibat dalam pengelolaan APBDes. Hal ini diinformasikan oleh masyarakat
yang mengatakan bahwa
“Di Desa Raimataus, masyarakat kurang berpartisipasi karena merasa sulit
memahami pengelolaan keuangan desa. Karena itu, banyak dari mereka lebih fokus
menjalani pekerjaan sehari-hari seperti bertani dan mengurus ternak daripada ikut
serta dalam kegiatan desa. (hasil wawancara dengan bendahara, pada tanggal 26
juni 2025).

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
(APBDes) di Desa Raimataus.

1.

Tahap Perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam tahap
perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Raimataus partisipasi masyarakat baik.
Masyarakat ikut terlibat langsung dari awal pembangunan sampai akhir. Mulai dari ikut
memilih proyek apa saja yang dibutuhkan masyarakat, ikut kerja bakti saat proyek
dibangun, sampai ikut mengawasi agar uang desa dipakai untuk keperluan yang benar.
Semua dilakukan agar penggunaan uang desa jadi lebih terbuka.

Tahap Pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara, bisa disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Raimataus aktif. Ini terlihat dari keterlibatan
langsung mereka dalam berbagai pekerjaan fisik, misalnya ikut serta dalam pembangunan
atau perbaikan jalan desa. Keterlibatan ini menunjukkan kalau masyarakat tidak hanya
menikmati hasil pembangunan, melainkan juga berperan aktif dalam bekerja.

Tahap Pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi
masyarakat dalam pelaporan pengelolaan APBDes di Desa Raimataus tergolong baik. Ini
terlinat karena masyarakat diberi akses informasi yang mudah, seperti melakukan
musyawarah dan pemasangan baliho informasi APBDes, yang memungkinkan mereka
untuk memantau anggaran dana desa digunakan dan dilaporkan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
(APBDes) di Desa Raimataus Rendah.

1.

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang anggaran dana desa.

Desa Raimataus cenderung melihat urusan keuangan desa sebagai tanggung jawab
perangkat desa saja. Masyarakat tidak merasa memiliki hak atau kewajiban untuk terlibat.
Istilah-istilah seperti APBDes, Dana Desa, atau laporan pertanggungjawaban terdengar
asing dan rumit bagi mereka. Akibatnya, mereka merasa tidak punya dasar untuk
berpartisipasi dan memilih untuk tidak ambil pusing.

Pekerjaan Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa penyebab
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes di desa Raimataus rendah karena
kurang pemahaman masyarakat tentang anggaran dana desa dan juga masyarakat yang
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lebih mengutama pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat
tidak memiliki waktu untuk ikut terlibat dalam pengelolaan APBDes tersebut.

PENUTUP
Kesimpulan

1.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa
(APBDes) di desa Raimataus Kabupaten Malaka telah belangsung pada setiap tahapan
mulai dari perencanaan masyarakat berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah dusun
untuk membahas tentang pembangunan desa. Pada pelaksanaan masyarakat berpartisipasi
langsung sebagai tenaga kerja dalam pembangunan desa seperti pembangun jalan. Pada
pelaporan masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah desa untuk
mengetahui anggaran yang dikeluarkan, kemudian mereka dapat menyampaikan aspirasi
dan masukan, serta bertanya langsung mengenai penggunaan dana desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa
(APBDes) di Desa Raimataus, Kabupaten Malaka Rendah meliputi beberapa faktor antara
lain kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang anggaran dana desa
masyarakat Desa Raimataus cenderung melihat urusan keuangan desa sebagai tanggung
jawab perangkat desa saja sehingga mereka merasa tidak punya dasar untuk berpartisipasi
dan memilih untuk tidak ambil pusing.

Saran

1.

Bagi Objek Penelitian

Pemerintah Desa Raimataus sebaiknya meningkatkan sosialisasi secara rutin dan terbuka
tentang anggaran dana desa agar masyarakat memahami proses dan pentingnya APBDes,
sehingga partisipasi bisa lebih optimal. Masyarakat diharapkan lebih aktif hadir dalam
musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi pembangunan sehingga keputusan yang
diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas lokasi atau mengambil lebih dari satu desa
sebagai objek guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang variasi
partisipasi masyarakat salam pengelolaan APBDes.
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